
 

90 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi 

Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap di 

Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 

sebagaimana yang telah diuraikan sebelunya, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Isi Kebijakan (Kontent Of Policy) 

a. Kepentingan kepentingan yang mempengaruhi. 

Dalam indikator kepentingan yang mempengaruhi pada saat 

penyusunan daftar pemilih tetap adalah Pemerintah Kabupaten 

Malaka dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil 

Kabupaten Malaka karena masih ditemukan ada beberapa pemilih 

yang sudah meninggal dan berpindah domisili masi terdaftar dalam 

DP4 sehingga setelah KPU Kabupaten Malaka melakukan 

sinkronisasi dan hasilnya berbeda sehingga dapat menyebabkan 

pemilih ganda.  

b. Tipe manfaat. 

Manfaat dari Implementasi kebijakan penyusunan daftar pemilih 

tetap dalam menyelenggarakan pemilu peraturan sangatlah 

dibutuhkan dalam pendataan ulang untuk mendapatkan DPT yang 
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valid dan manfaatnya hak-hak masyarakat untuk memilih dan 

dipilih dapat di akomodasi agar tidak terjadinya kesenjangan atau 

selisih antara jumlah pemilih dan jumlah suara. 

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. 

Derajat perubahan yang ingin dicapai untuk mengukur keberhasilan 

dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh 

KPU Kabupaten Malaka adalah masyarakat dipulihkan haknya 

untuk memilih dengan adanya perbaikan dalam proses penyusunan 

daftar pemilih tetap sehingga masyarakat namanya bisa terdaftar 

didalam daftar pemilh tetap perlu ada perbaikan dalam memvalidasi 

data. 

d. Letak pengambilan keputusan. 

Letak pengambilan keputusan yang ingin dicapai untuk mengukur 

keberhasilan dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang 

dilakukan oleh KPU Kabupaten Malaka sudah sesuai denga 

Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 tentang penyusunan paftar 

pemilih tetap di dalam negeri sehingga tolak ukurnya adalah proses 

pemutakhiran yang dikerjakan tidak bertentangan dengan aturan. 

e. Pelaksana program. 

Pelaksanaan program untuk mengukur keberhasilan dalam proses 

penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten Malaka memvalidasi data kependudukan dari 

Disdukcapil dari semua tinggkatan kemudian untuk dimutakhirkan 



92 

 

oleh KPU Kabupaten Malaka sesuai dengai standar yang diatur oleh 

undang-undang dalam hal ini Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 

tentang penyusunan daftar pemilih tetap di dalam negeri. 

f. Sumber daya yang digunakan. 

Keberhasilan implementasi kebijakan maka perlu adanya SDM 

yang memadai untuk mecapai keberhasilan dalam proses 

penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten Malaka menyediakan SDM dari panitia adhock mulai 

dari tingkat kecamatan sampai dibawah tingkat desa melalui 

beberapa tahapan seleksi. 

2. Konteks kebijakan (Context of Policy) 

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang 

terlibat. 

Proses penyusunan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten Malaka sangat independen terhadap kepentingan. Dan 

strategi yang gunakan KPU Kabupaten dalam proses penyusunan 

daftar peilih tetap ini adalah memberikan sosialisasi untuk 

memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Malaka yang punya 

hak pilih tercantum di daftar pemilih tetap tidak ada tekanan untuk 

memberikan suara kepada siapa saja yang akan dipilih. 

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. 
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Karakteristik pemerintahan Bapak Stefanus Bria Seran sangat 

konsisten dalam mengambil keputusan dan KPU Kabupaten 

Malaka menjalankan tugas tidak ada tekanan dari pemerintah. 

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sosialisasi tentang 

penyusunan daftar pemilih tetap sangat tinggi. 

6.2 Saran 

1. KPU Kabupaten Malaka sebagai penyelenggara Pemilu itu tidak 

terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan partai politik, 

kepentingan-kepentinga calon Bupati dan Wakil Bupati atau kepentingan 

sektor lainnya tetapi hanya menjalankan tugasnya, agar hak-hak rakyat 

dalam memilih itu tidak tercedrai. 

2. Kepada pemerintah Kabupaten Malaka agar memberikan kewenangan 

penuh kepada KPU Kabupaten Malaka tanpa melakukan intervensi. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

“Implementasi Peraturan Kpu No 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan 

Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten 

Malaka Tahun 2020” 

Isi kebijakan Publik (Content OF Policy) 

A. Kepentingan yang mempengaruhi. 

1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada kepentingan yang mempengaruhi dalam 

penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

tahun 2020 di Kabupaten Malaka? 

B. Tipe manfaat 

1. Menurut Bapak/Ibu, Apa Manfaat Implementasi Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Malaka? 

2. Menurut Bapak/Ibu apa manfaat KPU Kabupaten Malaka melakukan 

pendataan ulang? 

C. Derajat perubahan yang dinginkan. 

1. Menurut Bapak/Ibu apa Derajat perubahan yang dinginkan oleh KPU 

Kabupaten Malaka dalam memvalidasi data kependudukan dari 

Disdukcapil berupa DP4 yang dilakukan pemutakhiran dalam penyusunan 

daftar pemilih tetap? 

D. Letak Pengambilan keputusan. 

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Letak pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh KPU Kabupaten Malaka pada saat penyusunan daftar 

pemilih tetap? 

2. Menurut Bapak/Ibu apakah KPU Kabupaten Malaka mengambil keputusan 

sesui Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 pada saat penyusunan daftar 

pemilih tetap Pelaksanaan program? 

D. Pelaksanaan Program 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah KPU, PPS, PPK, PPDP dalam memvalidasi data 

dari disdukcapil berupa DP4 yang dimutakhirkan sudah sesuai dengan 

aturan yang ada? 

E. Sumber daya yang digunakan. 
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1. Menurut Bpk/Ibu apakah KPU Kabuapten Malaka sudah menyediakan 

sumber daya manusia yang memedai untuk semua tingkatan dari sisi jumlah 

dalam penyusunan daftar pemilih tetap? 

Lingkungan kebijakan (Kontext Of Policy) 

A. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. 

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah KPU Kabupaten Malaka itu independent 

terhadap pemerintah Kabupaten Malaka? 

2. Menurut Bapa/Ibu/Sdr/I, apakah KPU Kabupaten Malaka sudah 

melaksanakan sosialisasi tentang PKPU NO 11 Tahun 2018 tentang 

penysunan daftar pemilih tetap kepada masyarakat? 

B. Karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa. 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaiamana karakteristik Bapak Stefanus Bria Seran? 

2. Menurut Bapak/Ibu, Apakah KPU Kabupaten Malaka menjalankan tugas 

dibawah tekanan Pemerintah Kabupaten Malaka? 

C. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

1. Menurut Bapak/Ibu bagaiaman tingkat kepatuhan masyarakat dan 

responsivitas terhadap peraturan KPU No 11 Tahun 2018 tentang 

penyusunan daftar pemilih tetap?  
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DOKUMENTASI  

  

Gambar 1. Kantor KPU Kabupaten Malaka 

 

  

Gambar 2. Sosialisasi Tahapan Penyusunan DPT 

 

 

Gambar 3. Sosialisasi Tahapan Penyusunan DPT Tingkat Kecamatan. 
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Gambar 4. KPU Kabupaten Malaka Melakukan Pendataan Ulang. 

 

 

Gambar 5. Wawancara Dengan Ketua KPU Kabupaten Malaka. 

 

 

Gambar 6. Wawncara Dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka. 
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Gambar 7. Wawancara Dengan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Malaka. 

 

 

Gambar 8. Wawancara Dengan Kasubag Proda KPU Kabupaten Malaka. 

 

 

Gambar 9. Wawancara Dengan Kasubag Umum KPU Kabupaten Malaka. 
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Gambar 10. Wawancara Dengan Wakil Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten 

Malaka Sekaligus Wakil Ketua Tim Kemenangan SBS-WT. 

 

Gambar 11. Wawancara Dengan Wakil DPC Partai Golkar Kabupaten 

Malaka. 

 

Gambar 12. Wawancara Dengan Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten 

Malaka. 
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Gambar 13. Wawancara Dengan Ketua DPC Partai PSI Kabupaten Malaka 

Sekaligus Ketua 2 Tim Kemenagan SN-KT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


